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Abstract: This article emphasizes on contract law in islamic 
perspective. The important aspect about islamic economy is the 
aspect of transaction, in which contract is widely use in everyday 
economic activities. A transaction is an event in which a person 
commits to other person or in which two persons commits to 
implement a certain thing. From this event, a relationship 
appears between those two people. It is called a contract.  A 
transaction creates a contract for people involved. Islamic 
banking in its operational puts forward values of islamic 
economy. It implies that islamic banking must complies on the 
implementation of norms of islamic law on contract.  Before the 
amandment of the Law No.7/1989, the implementation of 
contract law in sharia financial institution referred to Civil Code 
which was basically translation of Burgerlijk Wetboek (BW), civil 
code of the Dutch Colonial authority since 1854.  
Consequently, the concept of islamic contract is not applicable. 
However, after the enactment of Law No. 3/2006 on the Revision 
of  the Law No.7/1989 on Religious Court, the concept of islamic 
contract is applied and becomes the basis of business transaction 
of sharia financial institutions, especially islamic banking. 
 




Secara faktual harus diakui bahwa perbankan dan 
keuangan Islam telah menjadi obor terdepan bagi proyek ilmu 
ekonomi Islam dan Islamisasi ilmu ekonomi. Selain itu para 
penggiat perbankan Islam juga telah berhasil mengukuhkan 
terwujudnya sistem keuangan Islam secara global.    
Dalam konteks lokal, kitapun bersyukur, jaringan kantor 
perbankan syariah saat ini semakin terdistribusi ke seluruh 
wilayah Indonesia. Kalau pada akhir 1999, kantor bank syariah 
dan BPR syariah hanya terpusat di Pulau Jawa, saat ini 
penyebarannya telah menjangkau berbagai kota luar Jawa, 
bahkan termasuk di Irian Jaya. 
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Bermula ketika pertama kali diselenggarakan konferensi 
internasional tentang ekonomi Islam di Mekah pada tahun 1976 
muncul gagasan mendirikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
yang beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah Islam 
berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya sistem ekonomi 
Islam.  Dalam konferensi tersebut muncul dua kecenderungan 
pola, yakni (1) pemikir-pemikir ekonomi Islam yang cenderung 
berfokus pada aspek teoretis dengan memberikan alternatif pada 
tataran konsep dan (2) pemikir yang cenderung berfokus pada 
aspek pragmatis, yaitu dengan cara mendirikan lembaga-
lembaga ekonomi dan keuangan yang beroperasi berdasarkan 
prinsip syariah.  
Di dalam perkembangannya, kelompok pragmatis inilah 
yang justru lebih tampak berhasil dibanding dengan para 
pemikir yang berfokus pada aspek teoretis. Mengingat beberapa 
tahun sebelum penyelenggaraan konferensi tersebut, telah lahir 
lembaga-lembaga keuangan syariah. Salah satunya di antaranya 
adalah Islamic Development Bank (IDB) yang lahir pada tahun 
1975 dan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
serta meningkatkan kesejahteraan sosial bagi negara-negara 
anggota dan masyarakat muslim pada umumnya. 
Tahun 1988  bank Islam di Indonesia mulai didirikan, 
yaitu pada saat Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan 
Oktober (Pakto) yang mengatur tentang deregulasi industri 
perbankan di Indonesia. Waktu itu para ulama telah berusaha 
untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun 
perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran 
dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa 
perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol 
persen). 
Gagasan berdirinya bank Islam di Indonesia lebih 
kongkret pada saat lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan 
Perbankan di Cisarua (Bogor) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. 
Ide tersebut ditindak lanjuti dalam Munas IV Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) di hotel Sahid tanggal 22-25 Agustus 1990. yang 
kemudian diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan. Maka diikuti dengan didirikannya Bank 
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Muamalat Indonesia yang merupakan Bank Umum Syariah 
pertama yang beroperasi di Indonesia. Pendirian Bank 
Muamalat ini diikuti pula pendirian Bank Perkreditan Rakyat 
Syariah (BPRS). Selanjutnya bermunculkan bank-bank yang 
berbasis syariah. 
Bank Syariah adalah sistem perbankan yang kegiatan 
usaha dan operasionalnya berdasarkan syariah. Perbankan 
Islam juga berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang 
mengatur mekanisme operasional dan manajemen perbankan 
Islam sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagaimana bank 
konvensional, kecuali yang bertentangan dengan syariah Islam. 
Kegiatan Usaha Bank Syariah antara lain diatur dalam 
Undang–undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan. 
Dalam Pasal 1 nomor (12) dan (13) undang-undang 
tersebut dinyatakan: nomor 12, yaitu  “Pembiayaan 
berdasarkan  adalah Penyediaan uang atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan 
pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 
hasil.” Sedangkan dalam nomor 13, yaitu “Prinsip syariah adalah 
aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan 
pihak lain untuk pembiayaan dana dan atau kegiatan usaha, 
atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain 
Pembiayaan berdasarkan  (mud}a>rabah), pembiayaan berdasarkan 
Prinsip penyertaan modal (musha>rakah), prinsip jual beli barang 
dengan memperoleh keuntungan (mura>bah}ah), atau pembiayaan 
barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan 
(ija>rah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan 
atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ija>rah 
wa iqti>na)”.  
Di Indonesia tunduk pada ketentuan Peraturan 
Perundang undangan mengenai perbankan di Indonesia, seperti 
Undang–undang Nomor 7 tahun 1992 dan Undang–undang 




Al-Qānūn, Vol. 10, No. 2, Desember 2007 
443 
ketentuan–ketentuan syariah yang merupakan landasan dalam 
pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah. 
Berkembangannya lembaga keuangan syariah ini karena 
lembaga ini memiliki keistimewaan, yaitu melekat pada konsep 
(build in concept) kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah 
yang menjadikan lembaga keaungan syariah mampu tampil 
sebagai alternatif pengganti sistem bunga (interest) yang selama 
ini masih diperdebatkan hukumnya (halal atau haram). 
Namun demikian sebagai lembaga yang eksistensinya 
lebih baru daripada lembaga  keuangan konvensional, lembaga 
keuangan muslim ini juga menghadapi permasalahan-
permasalahan baik yang berhubungan dengan aspek teoretik 
maupun pelaksanaannya. Pada dasarnya aktivitas lembaga 
keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan aktivitas lembaga-
lembaga keuangan yang telah ada (konvensional). Perbedaannya 
selain terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep 
dasar operasionalnya yang berlandaskan pada ketentuan-
ketentuan dalam Islam. Dengan munculnya berbagai Lembaga 
Keuangan Syariah di Indonesia, karakteristik tersebut tentu 
harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat dan 
negara Indonesia, baik di bidang sosial, ekonomi maupun 
hukum. Selain itu juga harus memenuhi persyaratan pendirian 
dan operasionalisasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   
Di dalam istilah ilmu hukum dikenal asas kebebasan 
berkontrak. Kontrak atau perjanjian memang tidak diatur secara 
rinci dalam al-Qur’an dan hadis. Oleh sebab itu kontrak ini 
sering dipakai dengan istilah perjanjian akad dan dalam 
kenyataannya ketentuan-ketentuan kontrak lebih diserahkan 
kepada kesepakatan para pihak dengan mendasarkan pada asas 
kebebasan berkontrak. Sebagaimana yang diketahui dalam 
hukum kontrak konvensional, kebebasan berkontrak adalah 
refleksi dari perkembangan paham persaingan bebas yang 
dipelopori oleh Adam Smith.1 
Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya 
mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam. Hal yang 
                                                        
1Neli Mac Cormick, Adam Smith On Law, Valparaisto University Law 
Review, vol. 15, 1981, h. 258-259. 
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sama menjadi dasar pemikiran paham kebebasan berkontrak 
yang dianut oleh Jeremy Bentham dalam bidang hukum.  Adam 
Smith memandang produksi dan perdagangan sebagai kunci 
untuk membuka kemakmuran. Agar produksi dan perdagangan 
maksimal dan menghasilkan kekayaan universal, Smith 
menganjurkan pemerintah memberikan kebebasan ekonomi 
kepada rakyat dalam bingkai perdagangan bebas baik dalam 
ruang lingkup domestik maupun internasional.2 
Dalam bukunya The Wealth of Nations, Smith mendukung 
prinsip “kebebasan alamiah”,  yakni setiap manusia memiliki 
kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkannya tanpa 
campur tangan pemerintah. Ini mengandung pengertian negara 
tidak boleh campur tangan dalam perpindahan dan perputaran 
aliran modal, uang, barang dan tenaga kerja. Smith juga 
memandang pembatasan kebebasan ekonomi oleh pemerintah 
sebagai pelanggaran hak asasi manusia.3 
Alasan utama Smith yang melarang intervensi 
pemerintah adalah doktrin invisible hands (tangan gaib). Menurut 
doktrin ini, kebebasan (freedom), kepentingan diri sendiri (self-
interest), dan persaingan (competition) akan menghasilkan 
masyarakat yang stabil dan makmur. Upaya individu untuk 
merealisasikan kepentingan dirinya sendiri bersama jutaan 
individu lainnya akan dibimbing oleh ”tangan tak terlihat”. 
Setiap upaya individu mengejar kepentingannya, maka secara 
sadar atau pun tidak indvidu tersebut juga mempromosikan 
kepentingan publik.4 
Dengan kata lain, Smith mengklaim dalam sebuah 
perekonomian tanpa campur tangan pemerintah (laissez faire) 
yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan (liberalisme), maka 
perekonomian secara otomatis mengatur dirinya untuk 
mencapai kemakmuran dan keseimbangan. Sedang menurut 
Jeremy Bentham para pihak bebas untuk membuat kontrak. 
Ultilitarianism dan teori ekonomi klasik laissez faire dianggap 
                                                        
2Mark Skousen, Sang  Maestro “Teori -Teori Ekonomi  Modern”: Sejarah  
Pemikiran  Ekonomi, Terj. Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Prenada, 2006), h. 
21-22. 
3Ibid., h. 22. 
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saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran 
persaingan bebas.5 
Keduanya percaya kepada individualisme sebagai nilai 
dan mekanisme sosial dan kebebasan berkontrak dianggap 
sebagai suatu prinsip yang umum. Kekebasan berkontrak yang 
dilahirkan oleh prinsip ekonomi ultilitarianism dan teori ekonomi 
klasik laissez faire ternyata terbukti dapat menimbulkan 
ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai 
tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal 
mungkin, bila para pihak memiliki bargaining power yang 
seimbang. Dalam kenyataannya, hal tersebut sering tidak terjadi 
sehingga negara menganggap perlu untuk campur-tangan guna 
melindungi pihak yang lemah. Konsep Adam Smith dan Jeremy 
Bentham inilah yang menjadi fondasi teoretik dan hukum sistem 
ekonomi kapitalis.  Kapitalisme merupakan ideologi yang tegak 
di atas asas sekularisme yang tumbuh dan berkembang pertama 
kali di Eropa. Sekularisme adalah paham yang memisahkan 
agama dari kehidupan dan mengharamkan peranan Tuhan 
terhadap pemecahan permasalahan manusia, termasuk 
menentukan nilai baik dan buruk, benar dan salah.6 
Kebebasan indvidu diperlukan untuk menjaga dan 
menyebarkan sekularisme ke seluruh dunia. Kebebasan individu 
tersebut dibagi ke dalam empat jenis, yaitu: kebebasan beragama 
(freedom of religion), kebebasan berpendapat (freedom of speech), 
kebebasan kepemilikan (freedom of ownership), dan kebebasan 
berperilaku (freedom of behavior).7 
Kebebasan kepemilikan adalah paham yang memandang 
seseorang dapat memiliki harta/modal dan 
mengembangkannya dengan sarana dan cara apa pun.8 
                                                        
5P. S. Atiyah, The Rise and Fall of Freedom of Contract (Oxford: Clarendon 
Press, 1979), h. 703-712. 
6Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, Peraturan Hidup dalam Islam, Terj. Abu 
Amin (Bogor: Pustaka Thariqul ‘ Izzah,  2001), h. 41.    
7Abdul Qadim Zallum, Demokrasi Sistem Kufur; Haram Mengambil, 
Menerapkan dan Menyebarluaskannya, Terj. M. Shiddiq al-Jawi (Bogor: Pustaka 
Thariqul Izzah, 2001), h. 4-5.  
8Ibid., h. 77. 
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Dari prinsip kebebasan kepemilikan inilah lahir 
pandangan tentang sistem ekonomi kapitalis. Bahkan, karena 
peranan pemilik modal (kaum kapitalis) sangat menonjol dalam 
negara sehingga merekalah penguasa sebenarnya daripada para 
politisi. Maka ideologi yang berasas sekularisme ini pun disebut 
ideologi kapitalisme.9 
Implikasi kebebasan kepemilikan sebagai bagian dari 
kebebasan individu adalah dominasi kepemilikan individu di 
tengah perekonomian. Meskipun prinsip kebijakan negara menata 
jalannya perekonomian tanpa campur tangan pemerintah (laissez 
faire), namun karena dominasi pemilik modal atas sistem politik 
dan perundang-undangan, kebijakan negara justru tunduk pada 
kepentingan kaum kapitalis. Sektor-sektor perekonomian yang 
secara faktual menguasai hajat hidup orang banyak atau 
semestinya dikuasai negara untuk mencegah konsentrasi 
kepemilikan di tangan segelintir orang malah diserahkan kepada 
mekanisme pasar yang sudah jelas didominasi kaum kapitalis. 
Secara logis laissez faire hanya menjadi alat kaum kapitalis untuk 
mencegah dominasi negara atas perekonomian, menghalang-
halangi distribusi kekayaan yang adil di tengah masyarakat, dan 
menjadikan negara sebagai alat untuk melegalisasi kaum 
kapitalis. Dalam sistem ini fungsi negara hanyalah untuk 
merealisasikan kepentingan segelintir individu saja. Adapun 
perubahan pemikiran ekonomi dari mainstream (aliran utama) 
ekonomi pasar yang liberal ke mainstream Keynesian yang sarat 
intervensi negara (big government) pasca Depresi Besar (Great 
Depression) 1929, dan kembali liberal pasca krisis minyak dunia 
1973 dengan mainstream neoliberalnya merupakan dinamika 
pemikiran ekonomi yang berkembang dalam sistem Kapitalisme. 
Dinamika pemikiran ini tidak mengubah ideologi Kapitalisme itu 
sendiri walaupun di dalamnya terdapat aliran-aliran pemikiran 
yang saling bertolak belakang dan kebijakan yang saling 
kontradiktif. Sebab hakikatnya tidak ada perubahan pada asas 
sekularisme yang menjadi pikiran pokok dan standar nilai 
kapitalisme. Perubahan hanya terjadi pada pemikiran cabang 
ideologi ini, yakni pemikiran ekonomi.  
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Ketika ekonomi pasar mengalami kehancuran konseptual 
dengan krisis berat yang melanda Barat pada 1929, J.M. Keynes 
maju dengan pemikiran yang bertolak belakang dengan 
ekonomi pasar yang terangkum dalam bukunya The General 
Theory of Employment, Interest and Money (pertama kali terbit 
1936). Keynes menawarkan alternatif bahwa negara harus 
melakukan intervensi untuk mengangkat kembali perekonomian 
dari keterpurukan. Negara harus mengisi kekosongan peranan 
swasta yang sebelumnya mendominasi perekonomian. Negara 
harus menjalankan kebijakan defisit dengan membuat anggaran 
belanja yang lebih besar untuk menciptakan lapangan kerja.   
Apa yang dilakukan Keynes dan kemudian diadopsi oleh 
negara-negara Barat bukanlah sebuah pengingkaran terhadap 
Kapitalisme. Menurut Mark Skousen, Keynes justru menjadi 
penyelamat kapitalisme dari kehancuran. Meskipun pemikiran 
ekonominya bertolakbelakang dengan doktrin laissez faire, 
Keynes tidak melepaskan tolak ukur pemikirannya dari 
sekularisme. 
Abdurrahman al-Maliki memandang Kapitalisme 
sebagai sistem  ekonomi dengan strategi ”tambal sulam”. 
Strategi ini digunakan untuk menutupi ketidakmampuan 
kapitalisme dan melestarikan keberadaan institusinya dari 
kebangkrutan. Strategi ”tambal sulam” dijalankan dengan cara 
mencangkokkan ide tentang keadilan sosial ke dalam negara 
(welfare state) dengan konsekuensi pergeseran peranan ekonomi 
dari tangan swasta ke tangan negara (big government). 
Bila dibandingkan dengan ekonomi Islam, syariah 
menjadi pokok yang tidak hanya mengatur persoalan aplikatif 
yang ditemui dalam pelaksanaan melainkan juga dijadikan 
sebagai landasan epistemologis (baca; teoretik) sistem ekonomi. 
Relasi ini salah satunya dapat dilihat dari konsep kebebasan 
berkontrak. Kebebasan berkontrak dalam konsep ekonomi Islam 
atau lembaga keuangan syariah khususnya, haruslah didasarkan 
pada pemikiran bahwa setiap kontrak yang terjadi dalam perdata 
syariah ditekankan pada prinsip syariah Islam. Lebih jelas 
dikatakan bahwa kebebasan berkontrak dalam konsep hukum 
Islam dalam rangka untuk mengatur kepentingan-kepentingan 
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individual (fardiyyah), kolektif (ijtima>’iyyah) dan kepentingan 
negara (dustu>riyyah) serta agama (di>niyyah). Bertolak dari falsafah 
hukum Islam sebagaimana yang dituangkan dalam fikih 
muamalh, maka kebebasan berkontrak dalam lembaga keuangan 
syariah perlu dilandasi oleh ajaran keseimbangan, keselarasan 
dan  keserasian untuk menghasilkan suatu kebebasan yang 
bertanggungjawab. Asas kebebasan berkontrak yang 
bertanggungjawab, yang mampu memelihara keseimbangan 
perlu dipelihara sebagai modal pengembangan kepribadian untuk 
mencapai kesejahteraan dan kebahagian lahir batin yang serasi, 
selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.  
Kebebasan berkontrak merupakan tulang punggung 
hukum perjanjian, sebab melalui kebebasan itu anggota-anggota 
masyarakat dapat mengembangkan kreativitasnya. Dengan 
demikian asas kebebasan berkontrak bukan merupakan 
kebebasan yang tak terbatas, karena dibatasi oleh tanggung 
jawab para pihak, sehingga bermanfaat bagi para pihak itu 
sendiri  
Hukum perjanjian syariah seperti juga hukum perjanjian 
yang memuat dua kategori besar ketentuan. Pertama, ketentuan-
ketentuan umum yang berlaku terhdap semua perjanjian, baik 
perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama. 
Ketentuan-ketentuan ini biasanya di kalangan pengkaji hukum 
Islam dikenal dengan nama naz}ariyyah al-‘aqd (asas-asas akad, 
teori akad). Kedua memuat ketentuan-ketentuan khusus yang 
berlaku bagi aneka akad khusus yang biasanya dibicarakan 
ketika berbicara tentang asas-asas umum akad.  
 
B. Perikatan  Dalam Borgelijk Wetboek (BW) 
Secara etimologi UndanguUndang tidak menjelaskan apa 
yang dimaksud dari pada perikatan. Begitu pula Code Civil 
Perancis maupun Borgelijk Wetboek (BW) Belanda yang 
merupakan concordantie BW kita. Secara etimologi perikatan 
(verbintenis) berasal dari kata kerja “verbinden” yang artinya 
mengikat (ikatan atau hubungan). Verbintenis bisa disebut 
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bisa diartikan juga setuju atau sepakat, dari arti kata 
overeenkomen. 
Menurut terminologi, perikatan merupakan suatu 
hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara sejumlah 
terbatas subyek hukum. Sehubungan dengan itu, seseorang atau 
beberapa orang dari padanya (debitur atau para debitur) 
mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu 
atas sesuatu prestasi terhadap pihak yang lain (kreditur atau 
para kreditur).10 Jadi unsur-unsur perikatan meliputi hubungan 
hukum, kekayaan, pihak-pihak dan prestasi. 
Apabila debitur tidak melakukan apa yang telah 
diperjanjikan, maka ia dikatakan melakukan wanprestasi. 
Kreditur dapat menuntut pemenuhan parikatan, pemenuhan 
perikatan dengan ganti rugi, ganti rugi, pembatalan persetujuan 
timbal balik, pembatalan dengan ganti rugi, dan pembatalan 
debitur yang dituduh lalai. Seorang debitur yang lalai dapat 
mengajukan pembelaan diri dengan mengajukan beberapa 
alasan yang membebaskan hukum, yaitu keadaan memaksa 
(overmacht/force majure), kreditur juga melakukan kelalaian 
(exception nonadimpleti contractus), kreditur telah melepaskan 
haknya untuk menuntut ganti rugi (rechtsverweking). 
Jika hukum benda memiliki suatu sistem tertutup, maka 
hukum perikatan menganut sistem terbuka (aanvullenrecht). 
Artinya, para pihak boleh membuat aturan-aturan sendiri yang 
menyimpang dari pasal-pasal perjanjian. Akan tetapi jika mereka 
tidak mengatur sendiri, berarti mengenai perkara tersebut, 
mereka akan tunduk kepada undang-undang. Sistem terbuka 
yang mengandung asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari 
pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya” (pacta sunt servanda). 
Sistem terbuka juga mengandung pengertian bahwa 
perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang 
hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam 
masyarakat pada waktu KUHPer dibentuk.  
                                                        
10Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 1987), h. 1. 
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Dalam hukum perjanjian juga berlaku asas 
konsensualisme,11 yakni pada dasarnya perjanjian dan perikatan 
yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya 
kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah dan 
mengikat apabila telah tercapai kesepakatan mengenai hal yang 
pokok dari perjanjian itu. Misalnya, mengenai barang dan harga 
dalam jual beli. Asas konsensualisme tersebut lazimnya 
disimpulkan dari ketentuan pasal 1320 KUHPer yang berbunyi 
“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat; 
kesepakatan mereka yang mengikat dirinya (the consent of those 
who bind themselves), kecakapan untuk membentuk suatu 
perikatan (the capability to make an agreement), suatu hal tertentu (a 
particular object), suatu sebab yang halal (a lawful cause/oorzaak)”.  
Syarat “kata sepakat” dan “cakap” disebut sebagai syarat 
subjektif, yang apabila tidak dipenuhi mengakibatkan perjanjian 
dapat dibatalkan (vernietigbaar). Sedangkan syarat “suatu hal 
tertentu” dan “sebab yang halal” disebut sebagai syarat objektif, 
yang apabila tidak dipenuhi menimbulkan perjanjian batal demi 
hukum (nietig). 
Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, 
sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, 
dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini 
merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam 
bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan 
bersahaja atau perikatan murni. 
Di samping bentuk yang paling sederhana itu, hukum 
perdata mengenal pula berbagai macam perikatan yang agak 
lebih rumit. Bentuk-bentuk yang lain itu, adalah: 
                                                        
11Perikataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti 
sepakat. Arti asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan 
perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya 
kesepakatan. Perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal 
yang pokok walaupun belum ada  perjanjian tertulisnya sebagai sesuatu 
formalitas.  Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari pasal 
1320 KUHPer, yang berbunyi: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat 
syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat 
suatu perjanjian; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal”. Lihat: 
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1. Perikatan bersyarat.   
2. Perikatan dengan ketetapan waktu. 
3. Perikatan mana suka (alternatif). 
4. Perikatan tanggung-menanggung atau solider. 
5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi. 
6. Perikatan dengan ancaman hukuman. 
Di bawah ini diterangkan satu persatu berbagai macam 
perikatan itu. 
 
1. Perikatan Bersyarat. 
Suatu perikatan adalah bersyarat, apabila ia 
digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan 
masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan 
lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, 
maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau 
tidak terjadinya peristiwa tersebut. 
Dalam hal yang pertama, perikatan lahir hanya apabila 
peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada 
detik terjadinya peristiwa itu. Perikatan semacam ini dinamakan 
Perikatan dengan Suatu Syarat Tangguh. Dalam hal yang kedua, 
suatu perikatan yang sudah lahir, justru berakhir atau dibatalkan 
apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Perikatan semacam 
ini dinamakan Perikatan dengan Suatu Syarat Batal. 
 
2. Perikatan dengan Ketetapan Waktu 
Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu 
(termijn) tidak menangguhkan lahimya suatu perjanjian atau 
perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya, 
ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian 
atau perikatan. Apabila saya menyewakan rumah saya per 1 
Januari 2004, ataupun menyewakan sampai tanggal 1 Januari 
2009, maka perjanjian  sewa  mengenai rumah itu adalah suatu 
perjanjian dengan suatu ketetapan waktu. Pengaksepan sebuah 
surat wesel yang hari bayarnya ditetapkan pada suatu tanggal 
tertentu atau satu bulan sesudah hari pengaksepan, adalah suatu 
perjanjian (antara pengaksep dan penarik wesel) dengan suatu 
ketetapan waktu. 
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Suatu syarat yang mengandung suatu peristiwa yang 
belum pasti akan terjadinya, adalah kebalikan dari suatu 
ketetapan waktu yang pasti. Suatu ketetapan waktu selalu 
dianggap dibuat untuk kepentingan si berutang, kecuali dari 
sifat perikatannya sendiri atau dari keadaan ternyata bahwa 
ketetapan waktu itu telah dibuat untuk apa yang harus dibayar 
pada suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum 
waktu itu tiba. Tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu 
datang, tak dapat diminta kembali. 
 
3. Perikatan Mana Suka (Alternatif) 
Dalam perikatan semacam ini, si berutang dibebaskan 
jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan 
dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang 
untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian 
barang yang lainnya. Hak memilih ada pada si berutang, jika hak 
ini tidak secara tegas diberikan kepada si berpiutang. 
Misalnya, saya mempunyai tagihan uang seratus ribu 
rupiah pada seorang petani, yang sudah lama tidak dibayarnya. 
Sekarang saya mengadakan suatu perjanjian dengan dia, bahwa 
ia akan saya bebaskan dari utangnya kalau ia menyerahkan 
kudanya kepada saya ataupun sepuluh kwintal berasnya. 
Apabila salah satu dari barang-barang yang dijanjikan 
musnah atau tidak lagi dapat diserahkan, maka perikatan “mana 
suka”  itu menjadi suatu perikatan murni dan bersahaja. Jika 
kedua-dua barang itu telah hilang dan si berutang bersalah 
tentang hilangnya salah satu barang tersebut, maka ia 
diwajibkan membayar harga barang yang hilang paling akhir. 
Jika hak memilih ada pada si berpiutang dan hanya salah 
satu barang saja yang hilang, maka jika itu tejadi diluar salahnya 
si berutang, si berpiutang harus mendapat barang yang masih 
ada. Jika hilangnya salah satu barang tali terjadi karena 
kesalahan si berutang, maka si berpiutang dapat menuntut 
penyerahan barang yang masih ada atau harap barang yang 
telah hilang. Jika kedua-dua barang musnah, maka si berpiutang 
(apabila hilangnya kedua barang itu, atau hilang salah satu di 
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penyerahan salah satu, menurut pilihannya. 
Asas-asas sebagaimana diutarakan di atas, berlaku juga, 
baik jika lebih dari dua barang termaktub dalam perjanjian, 
maupun jika perjanjiannya bertujuan melakukan suatu 
perbuatan. 
 
4. Perikatan Tanggung-menanggung 
Dalam perikatan semacam ini, di salah satu pihak 
terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat di 
pihak debitur (dan ini yang paling lazim), maka tiap-tiap 
debitur itu dapat dituntut 'untuk memenuhi seluruh utang. 
Dalam hal beberapa terdapat di pihak kreditur, maka tiap-tiap 
kepentingan si berpiutang. kreditur berhak menuntut 
pembayaran seluruh utang. Dengan sendirinya pembayaran 
yang dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan 
detur-debitur yang lainnya. Begitu pula pembayaran yang 
dilakukan kepada salah seorang kreditur membebaskan si 
berutang terhadap kreditur-kreditur yang lainnya. 
Dalam hal si berutang berhadapan dengan beberapa 
orang kreditur maka terserah kepada si berutang, untuk memilih 
kepada kreditur yang mana ia hendak membayar utangnya 
selama ia belum digugat oleh salah satu. 
Dalam Hukum Perjanjian ada suatu aturan, bahwa  
perikatan anggap tanggung-menanggung, bila ia dinyatakan 
(diperjanjikan) secara tegas, ataupun ditetapkan oleh undang-
undang. Jadi kalau tiga orang A, B dan C bersama-sama pinjam 
uang Rp. 30.000,- maka masing-masing hanya dapat ditagih 
untuk Rp. 10.000,- kecuali kalau telah diperjanjikan bahwa 
masing-masing dapat ditagih untuk seluruh utang, yaitu Rp. 
30.000,-. 
Dalam suatu perikatan tanggung-menanggung, kreditur 
punnya jaminan yang kuat bahwa piutangnya akan dibayar 
lunas, sebab hal penagihan terhadap si A menemui kegagalan, 
maka ia dapat menagih selurl piutangnya kepada si B dan kalau 
ini pun gagal, ia dapat menagihnya kepada si C. Memang 
bentuk perikatan tanggung-menanggung itu dimaksudkan 
untuk membikin aman kedudukan seorang kreditur.  
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Menurut pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang (KUHD), maka dalam perseroan Firma tiap-tiap pesero 
bertanggung jawab secara tanggung-menangung untuk 
seluruhnya atas segala perikatan firma. Apabila seorang pesero 
membeli barang-barang untuk perseroannya, maka pembayaran 
barang-barang tersebut dijamin tidak saja oleh kas perseroan, 
tetapi juga oleh semua pesero dengan kekayaan pribadi mereka. 
Karena itu pada perdagang suatu firma merupakan bentuk 
perseroan yang mengedepankan faktor kepercayaan yang besar.  
Jika beberapa orang bersama-sama menerima suatu 
barang secara peminjaman, maka mereka masing-masing untuk 
seluruhnya bertanggung jawab .erhadap orang yang 
memberikan pinjaman (pasal 1749 KUHPerdata). 
Dalam perjanjian penyuruhan atau pemberian kuasa. Jika 
seorang juru kuasa diangkat oleh beberapa orang untuk 
mewakili suatu urusan bersama, maka masing-masing mereka 
bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap juru kuasa 
tersebut yang menyangkut segala akibat dari pemberian kuasa 
itu (pasal 1811 KUHPerdata). 
Dalam perjanjian penanggungan (borgtocht), maka jika 
beberapa orang telah mengikatkan dirinya sebagai penanggung 
untuk seorang debitur yang sama, mereka itu masing-masing 
terikat untuk seluruh utang (Pasal 1836 KUHPerdata). 
 
5. Perikatan yang Dapat Dibagi dan Yang Tak Dapat Dibagi 
Suatu perikatan, dapat atau tak dapat dibagi, adalah 
sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian 
mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu. 
Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu 
terbawa oleh sifat barang yang tersangkut di dalamnya, tetapi 
jugs dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan itu. 
Dapat dibagi menurut sifatnya, misalnya suatu perikatan 
untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hash 
bumi.Sebahknya tak dapat dibagi kewajiban untuk 
menyerahkan seekor kuda, karena kuda tidak dapat dibagi 
tanpa kehilangan hakekatnya. 
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prestasi menurut sifatnya dapat dipecah-pecah, tetapi menurut 
maksudnya perikatan tidak dapat dibagi. Perikatan untuk 
membuat suatu jalan raya antara dua tempat, menurut sifatnya 
dapat dibagi, misalnya kalau jarak antara tempat tersebut 200 
km, adalah mungkin untuk membagi pekerjaan yang telah 
diborong itu dalam dua bagian, masing-masing 100 km. Tetapi 
menurut maksud perjanjian jelas pekerjaan tersebut harus 
dibuat seluruhnya, jika tidak demikian tujuan pemborongan itu 
tidak akan tercapai.  
 
6. Perikatan dengan Ancaman Hukuman 
Perikatan semacam ini adalah perikatan di mana 
ditentukan bahwa si berutang menjamin pelaksanaan 
perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila 
perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman sebagai ganti 
kerugian yang diderita si berpiutang karena tidak dipenuhinya 
atau dilanggarnya perjanjian. Ada dua hal yang melatar 
belakangi: Pertama, mendorong atau menjadi cambuk bagi si 
berhutang supaya ia memenuhi kewajibannya. Kedua, untuk 
membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya 
atau besarnya kerugian yang dideritanya. Sebab, besarnya 
kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang. Misalnya: saya 
mengadakan suatu perjanjian dengan seorang pemborong untuk 
mendirikan sebuah bangunan gedung yang harus selesai pada 
tanggal januari 1969, dengan ketentuan, si pemborong akan 
dikenakan denda seratus ribu untuk tiap bulan terlambat. Atau 
seorang pedagang lain, supaya orang tidak mendirikan suatu 
perusahaan yang menyaingi perusahaannya, dengan ketentuan 
apabila ia melanggar perjanjian itu, ia dikenakan denda satu juts 
rupiah. Jelaslah bahwa ketentuan-ketentu'an yang dicantumkan 
dalam perjanjian itu mengandung hukuman untuk mendorong 
ke arah pentaatan perjanjian itu sendiri. 
Perikatan dengan ancaman hukuman harus dibedakan 
dari perikatan mana suka, di mana si berutang boleh memilih 
antara beberapa macam prestasi. Dalam perikatan dengan 
ancaman hukuman, hanya ada satu prestasi yang harus 
dilakukan oleh si berutang. Kalau ia lalai melakukan prestasi 
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tersebut, barulah ia harus memenuhi apa yang telah ditetapkan 
sebagai hukuman. 
Dalam perjanjian-perjanjian dengan ancaman hukuman 
atau denda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat, 
kadang-kadang terlampau berat. Menurut pasal 1309 hakim 
diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan 
hukuman itu, apabila pedanjiannya telah sebagian dipenuhi. 
Dengan demikian, asal debitur sudah mulai mengerjakan 
kewajibannya, hakim leluasa untuk memberikan hukuman, 
apabila itu dianggapnya terlampau berat. 
Bagaimana sekarang, kalau sama sekali belum ada suatu 
permulaan pemenuhan dari pihak debitur itu, sedang hakim 
beranggapan bahwa hukuman yang ditetapkan itu terlampau 
berat? Dalam hal yang demikian, hakim dapat mempergunakan 
pasal 1338 ayat 3, yang mengharuskan segala perjanjian 
dilaksanakan dengan itikad baik. Pelaksanaan perjanjian, make 
pasal 1338 (3) itu bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada 
hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan 
sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan. Ini 
berarti hakim dalam putusannya bisa saja menyimpang dari isi 
perjanjian menurut hurufnya, manakala pelaksanaan pada huruf 
itu akan bertentangan dengan itikad baik.12 
 
C. Hukum Perikatan Islam 
Istilah Hukum Perikatan Islam dipakai dengan maksud 
sebagai padanan pengertian dari Hukum Perikatan dalam 
Hukum Perdata Barat yang dikaji berdasarkan ketentuan 
Hukum Islam. Tidak berbeda dengan hukum perdata barat 
tersebut, dalam pengertian hukum perikatan Islam di sini juga 
dimaksudkan sebagai cakupan yang lebih luas dari sekadar 
“Hukum Perjanjian”. Walaupun dalam bentuk tradisional, 
materi bahasan tentang hukum perikatan Islam ini merupakan 
bagian dari bidang fikih muamalah dalam kitab-kitab fikih yang 
biasanya bahkan meliputi cakupan yang lebih luas, termasuk 
bidang perkawinan (akad nikah), wakaf, kontrak kerja dan 
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sebagainya, namun pada materi hukum perikatan Islam dalam 
bahasan ini hanya mencakup perikatan yang berhubungan 
dengan bidang perniagaan atau kegiatan usaha (bisnis). 
Hukum Perikatan Islam yang dimaksud di sini, adalah 
bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur 
perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. 
Pengertian hukum perikatan Islam menurut Tahir Azhary 
adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber 
dari al-Qur’an, as-Sunnah, dan al-ra'y (Ijtihad) yang mengatur 
tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu 
benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. 
Lebih lanjut beliau menerangkan, bahwa kaidah-kaidah 
hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum 
perikatan Islam ini adalah yang bersumber dari al-Qur’an dan 
hadis Nabi Muhammad saw. Sedangkan kaidah-kaidah fikih 
berfungsi sebagai pemahaman dari syariah yang dilakukan oleh 
manusia (para ulama mazhab) yang merupakan suatu bentuk 
dari ijtihad. Pada masa sekarang ini, bentuk ijtihad di lapangan 
hukum perikatan ini dilaksanakan secara kolektif oleh para 
ulama yang berkompeten di bidangnya. Dari ketiga sumber 
tersebut, umat Islam di mana pun berada dapat mempraktikkan 
kegiatan usahanya dalam kehidupan sehari-hari. 
Dari pengertian tersebut di atas, tampak adanya kaitan 
yang erat antara hukum perikatan (yang bersifat hubungan 
perdata) dengan prinsip kepatuhan dalam menjalankan ajaran 
agama Islam yang ketentuannya terdapat dalam sumber-sumber 
hukum Islam tersebut.  
Hal ini menunjukkan bahwa hukum perikatan Islam 
lebih bertendensi pada sifat “religius transcendental” yang 
terkandung pada aturan-aturan yang melingkupi hukum 
perikatan Islam itu sendiri dan merupakan pencerminan otoritas 
Allah swt., Tuhan Yang Maha Mengetahui segala tindak tanduk 
manusia dalam hubungan antar sesamanya. 
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa substansi dari 
hukum perikatan Islam lebih luas dari materi yang terdapat 
pada pukum perikatan perdata Barat. Hal ini dapat dilihat dari 
keterkaitan antara hukum perikatan itu sendiri dengan hukum 
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Islam yang melingkupinya yang tidak semata-mata mengatur 
hubungan antara manusia dengan manusia saja, tapi juga 
hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, Allah swt., 
dan dengan alam lingkungannya. Sebagai cerminan dari 
ketentuan yang bersumber dari Sang Pencipta, ketentuan-
ketentuan yang mengatur tentang perikatan dalam hukum 
perikatan Islam ini mengandung proteksi, yaitu dimaksudkan 
untuk memberi perlindungan-perlindungan kepada manusia, 
terhadap kelemahan sifat-sifat manusia yang berpotensi untuk 
saling menguasai atau melampaui batas-batas hak orang lain.  
Hukum perikatan Islam sebagai bagian dari hukum 
Islam di bidang muamalah/juga memiliki sifat yang sama 
dengan induknya, yaitu bersifat “terbuka” yang berarti segala 
sesuatu di bidang muamalah boleh diadakan modifikasi selama 
tidak bertentangan.13 
Dalam hukum Islam, perikatan disebut  iltiza>m. Menurut 
istilah fikih, perikatan (iltiza>m) ini didefinisikan sebagai “suatu 
tindakan yang meliputi: pemunculan, pemindahan dan 
pelaksanaan hak.” Definisi perikatan ini sejalan dengan 
pengertian akad (perjanjian) dalam arti umumnya, selain juga 
tercakup kedalamnya pengertian tas}arruf  dan kehendak pribadi. 
Perikatan dapat muncul dari perseorangan (seperti wakaf, 
wasiat dan lain-lain), maupun dari dua belah pihak (sepert jual-
beli, ija>rah dan lain-lain). 
Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, perikatan dalam 
perspektif perudang-undangan Islam (qa>nu>n) didefinisikan 
sebagai “keadaan tertentu seseorang yang ditetapkan syariah 
untuk dilakukan atau tidak dilakukan demi mewujudkan 
kemaslahatan pihak lain.” 
Unsur-unsur pembentuk perikatan dalam perspektif 
 fikih adalah: 
1. Multazam  Iah, yaitu orang yang berhak atas suatu  prestasi. 
2. Multazim, yaitu orang yang berkewajiban memenuhi suatu 
prestasi. 
3. Mah}all al-iltiza>m, yaitu obyek perikatan. 
                                                        
13-, “Dasar Berlakunya Hukum Perikatan Islam”, dalam 
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4. Perbuatan yang dituntut untuk mewujudkan perikatan. 
5. Iltiza>m, yaitu perikatan itu sendiri. 
Sesuatu atau peristiwa yang menimbulkan terjadinya 
perikatan disebut sebagi sumber perikatan (mas}dar al-iltiza>m). 
Sumber-sumber perikatan tersebut dalam hukum Islam adalah: 
akad, kehendak pribadi, perbuatan melawan hukum, perbuatan 
sesuai hukum, dan syariah. Macam-macam sumber perikatan 
tersebut pada hakikatnya dapat dikelompokkan menjadi tiga 
macam, yaitu akad, undang-undang (qa>nu>n), dan kehendak 
perorangan.14 
Perikatan dalam pengertian  umum sejalan dengan 
pengertian akad (perjanjian). Akad dalam bahasa arab adalah 
‘uqu>d jamak dari ‘aqd, yang secara bahasa artinya mengikat, 
bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat 
suatu perjanjian. Di dalam hukum Islam, ‘aqd artinya: “gabungan 
atau penyatuan dari penawaran (ija>b) dan penerimaan (qabu>l) 
”yang sah sesuai dengan hukum Islam. Ija>b adalah penawaran 
dari pihak pertama, sedangkan qabu>l adalah penerimaan dari 
penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.  
Akad dapat terbentuk bila unsur-unsurnya telah 
terpenuhi. Terdapat perbedaan pandangan dari para fuqaha 
berkenaan dengan unsur pembentuk tersebut (rukun dan syarat 
akad). Menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri atas:15  
1. Al-‘a>qidain, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan 
akad.  
2. Mah}all al-‘aqd, yakni objek akad, yaitu sesuatu yang hendak 
diakadkan.  
3. S}i>gha>h al-‘aqd, pernyataan kalimat akad yang lazimnya 
dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul. 
Fuqaha H{anafiyyah mempunyai pandangan yang 
berbeda dengan Jumhur fuqaha di atas. Bagi mereka, rukun 
akad adalah unsur-unsur pokok pembentuk akad dan unsur 
tersebut hanya ada satu, yakni s}i>ghah al-‘aqd (ijab dan qabul). Al-
                                                        
14 -, “Kuliah Hukum Islam Perikatan”, dalam 
http://mrusydi73.blogspot.com, diakses pada 23 Oktober 2007. 
15Wahbah al-Zuh}aily, al-Fiqh al-Isla>my wa Adillatuh, vol. IV (Damaskus: 
Da>r al-Fikr, 1989),h. 92. 
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‘a>qidain dan mah}all al-‘aqd bukan merupakan rukun akad, 
melainkan lebih tepat dimasukkan sebagai syarat akad. 
Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai 
sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan 
ia bersifat internal (da>khily) dari sesuatu yang ditegakkannya.16 
Berdasarkan pengertian ini, maka jika dihubungkan 
dengan pembahasan rukun akad, dapat dijelaskan bahwa rukun 
akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni ijab dan qabul. 
Seorang pelaku tidak dapat dipandang sebagai rukun dari 
perbuatannya karena pelaku bukan merupakan bagian internal 
dari perbuatannya. Dengan demikian para pihak dan objek akad 
adalah unsur yang berada di luar akad, tidak merupakan esensi 
akad, karenanya ia bukan merupakan rukun akad. Hal ini dapat 
diqiyaskan kepada perbuatan shalat, di mana pelaku shalat tidak 
dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatan shalat. Oleh 
karena itu, berdasarkan argumen ini maka al-‘a>qid (orang/pihak 
yang melakukan akad) tidak dapat dipandang sebagai rukun 
akad.17 
Adapun syarat menurut pengertian istilah fuqaha dan 
ahli usul adalah “segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya 
sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang 
ia bersifat eksternal (kha>rijy).18 Maksudnya adalah, tiadanya 
syarat mengharuskan tiadanya mashru>t} (sesuatu yang 
disyaratkan), sedang adanya syarat tidak mengharuskan adanya 
mashru>t}. Misalnya kecakapan pihak yang berakad merupakan 
syarat yang berlaku pada setiap akad sehingga tiada kecakapan 
menjadikan tidak berlangsungnya akad. 
Berdasarkan perbedaan pendangan dua kelompok di atas 
tentang rukun akad, maka Must}afa> Ah}mad al-Zarqa> 
menawarkan istilah lain untuk menyatukan pandangan kedua 
kelompok tersebut tentang apa yang dimaksudkan oleh mereka 
dengan rukun. Beliau menyebutnya dengan istilah muqawwima>t 
al-‘aqd (unsur penegak akad), di mana salah satunya adalah 
                                                        
16Must}afa> Ah}mad al-Zarqa>, al-Madkhal al-Fiqh al-’A>m, vol. I (Beirut: Da>r 
al-Fikr, tt.), h. 300. 
17Ibid., Lihat juga Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontemporer 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 20. 
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rukun akad, ijab dan qabul. Sedangkan unsur lainnya adalah 
para pihak, objek akad dan tujuan akad.19 
Legalitas dari akad di dalam hukum Islam ada dua. 
Pertama, s}ah}i>h, atau sah, yang artinya semua rukun kontrak 
beserta semua kondisinya sudah terpenuhi. Kedua, ba>t}il, apabila 
salah satu dari rukun kontrak tidak terpenuhi maka kontrak 
tersebut menjadi batal atau tidak sah, apa lagi kalau ada unsur 
maisi>r, ghara>r dan riba> di dalamnya. Akad yang efektif dibagi lagi 
menjadi dua, yaitu:  
1. La>zim ( mengikat). 
2. Ghair al–la>zim (tidak mengikat).  
Akad la>zim adalah akad yang tidak dapat dibatalkan oleh 
salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lainnya, semisal 
perceraian dengan kompensasi pembayaran properti dari istri 
yang diberikan kepada suami. Sedang akad ghair al-la>zim dapat 
dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak 
yang lainnya, semisal dalam transaksi partnership (musha>rakah), 
agency (waka>lah), wasiat (was}iyyah), pinjaman (a>rriyah) dan 
penitipan (wadi>ah). 
Ada dua klasifikasi dari akad yaitu: 
1. ‘Ainiyyah; akad yang berhubungan dengan  mendapatkan 
suatu benda secara fisik. Contohnya pada transaksi-
transaksi semisal hibah, sedekah, sewa-menyewa, titipan 
(wadi>ah), gadai (rahn), qard}, atau transaksi pertukaran 
valuta/money changer (s}arf).  
2. Ghair ‘ainiyyah; akad yang tidak berhubungan dengan 
mendapatkan fisik dari benda tersebut, contohnya: agency 
(waka>lah), garansi (kafa>lah).  
Selain daripada itu di dalam transaksi ekonomi syariah 
ada tujuh jenis akad yang diklasifikasikan berdasarkan objek 
akad dan tujuannya: 
1. ‘Uqu>d al-Tamli>ka>t, yaitu akad yang tujuannya adalah 
memindahkan suatu hak  kepemilikan benda dari satu pihak 
kepada pihak yang lainnya. Jenis akad ini terbagi dua lagi, 
yaitu: pertama, ‘uqu>d al-mu’a>wad}a>t, akad pertukaran benda 
antara kedua belah pihak di mana masing-masing pihak 
                                                        
19Ibid., h. 312-3. 
Hukum Perikatan dalam Transaksi Perbankan Syariah 
  
 
Al-Qānūn, Vol. 10, No. 2, Desember 2007 
462
memiliki sesuatu yang akan di tukar hak kepemilikannya 
kepada pihak yang lainnya, seperti transaksi jual-beli dan 
transaksi valuta asing. Kedua, ‘uqu>d al-tabarru’a>t, yaitu akad 
yang dilakukan berdasarkan keinginan sukarela dari satu 
pihak yang berkeinginan untuk memindahkan hak 
kepemilikan bendanya kepada pihak lain tanpa 
mengharapkan mendapatkan sesuatu dari pihak lainnya, 
contoh: hibah, waqaf atau sedekah. 
2. ‘Uqu>d al-isqa>t}a>t, adalah akad eliminasi. Contoh: perceraian, 
memaafkan seorang pembunuh (qis}a>s}), atau membebaskan 
debitur dari segala hutangnya. 
3. ‘Uqu>d al-it}la>qa>t, adalah akad untuk mengeliminasi larangan 
yang berlaku pada seseorang, dan ketika akad ini terjadi 
larangan itu terhapus, seperti  pada agency atau waka>lah di 
mana sebelumnya seseorang dilarang melakukan suatu hal 
tanpa seizin pihak tertentu, dengan adanya akad waka>lah 
maka seorang agen dapat mewakili perusahaan atau 
seseorang untuk melakukan sesuatu yang sebelum adanya 
akad tersebut, ada larangan untuk melakukannya. 
4. ’Uqu>d al-taqyi>da>t, yaitu akad untuk menjatuhkan larangan 
melakukan sesuatu kepada seseorang, contoh: habisnya 
masa kontrak seorang agen. 
5. ‘Uqu>d al–sharika>t, yaitu akad kerjasama, partnership untuk 
usaha, seperti kerjasama di dalam prinsip kerjasama dalam 
mengelola pertanian (muza>ra’ah), kerjasama di bidang 
pengairan tanaman (musa>qah), dan kerjasama dengan prinsip 
bagi hasil (mud}a>rabah). 
6. ’Uqu>d al-tauthi>qa>t, yaitu akad untuk menjamin pinjaman, 
contoh: pada prinsip garansi (kafa>lah), transfer hutang 
(h}iwa>lah) dan gadai (rahn). Akad ini juga disebut  akad 
garansi (‘uqu>d al-d}ama>na>t). 
7. ’Uqu>d al-istifa>z}a>t, yaitu akad yang tujuannya untuk penitipan 
benda berharga, contoh: safe deposit box (wadi>ah). 
Jenis akad-akad syariah dilihat dari sudut pandang niat 
dan susunan  s}ighah-nya ada 3, yaitu: 
1. ’Uqu>d munja>nah, yaitu akad yang lengkap, komplit dan 
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ini dari mula sampai akhir tidak ada tambahan atau 
perubahan apapun yang dapat merubah kondisinya di masa 
mendatang. Akad ini berlaku pada semua jenis akad, 
kecuali akad untuk wasiat (was}iyyah), atau penunjukan wali 
(is}a>’), karena di dalam akad was}iyyah dan is}a>’ berlakunya 
akad hanya terjadi kalau pihak pertama telah meninggal 
dunia. Untuk wasiat jenis akadnya adalah ‘uqu>d mud}a>fah. 
2. ‘Uqu>d mud}a>fah, yaitu akad yang efektifitasnya segera berlaku 
di masa yang akan datang sesuai yang ditentukan kedua 
belah pihak. Contoh: pihak pertama berkata, “Saya 
kontrakkan rumah saya kepada  kamu bulan depan mulai 
tangal lima dengan harga sepuluh juta pertahun.” Lalu 
pihak kedua berkata, “Saya terima kontrak rumahmu senilai 
sepuluh juta pertahun di mulai tanggal lima bulan depan.” 
Jadi akad ini  mulai efektif atau berlakunya tepat pada 
tanggal lima bulan berikutnya. 
3. ‘Uqu>d mu’allaqah, yaitu akad dengan kondisi tertentu, 
dengan adanya tambahan kata-kata pada s}i>ghah seperti 
“jika, kalau, apabila”. Contoh: pihak pertama berkata, 
“Apabila kamu lulus ujian sarjana, kamu saya terima 
menjadi pegawai di kantor saya.” Lalu pihak kedua 
berkata, “Saya terima menjadi pegawai di kantor anda, 
apabila saya lulus ujian sarjana.”20 
Hukum Islam menggolongkan akad/perjanjian dalam 
sektor ekonomi menjadi dua macam, yaitu: 
1. Akad tabarru’. 
Adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non-
profit, yaitu transaksi yang tidak bertujuan mendapatkan 
laba atau keuntungan tetapi dimaksudkan untuk tolong 
menolong tanpa ada unsur mencari imbalan (return). Akad 
yang termasuk dalam akad tabarru’ ini adalah qard}, rahn, 
h}iwa>lah, waka>lah, kafa>lah, wadi>ah, hibah, hadiah, waqaf 
dan sodaqah. 
2. Akad mu’a>wad}ah. 
                                                        
20Zarkasih, “Jenis-Jenis Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, dalam 
http:// www.pkesinteraktif.com, diakses pada 27 Oktober 2007. 
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Adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan 
berupa keuntungan tertentu, atau dengan kata lain akad ini 
menyangkut transaksi bisnis dengan motif untuk 
memperoleh laba (profit oriented). Akad yang termasuk 
akad mu’a>wad}ah adalah akad yang berdasarkan prinsip jual 
beli (al-murabahah dengan mark up, akad sala>m, dan akad 
ist}is>na>), akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil (al-
mud}a>rabah dan al-musha>rakah), akad yang berdasarkan 
prinsip sewa-menyewa (ija>rah dan ija>rah wa istis}na>).21 
 
D. Prinsip Perikatan Transaksi Perbankan Syariah  
Dalam operasinal perbankan syariah prinsip-prinsip 
dasar sistem ekonomi yang dipakai adalah sistem ekonomi 
Islam. Hal yang paling menonjol dalam sistem ekonomi Islam 
adalah tidak mengenal konsep bunga. Dan tidak kalah 
pentingnya adalah, demi tujuan komersial, Islam tidak mengenal 
peminjaman uang, tetapi kemitraan/kerjasama (mud}a>rabah dan 
musha>rakah) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang 
hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan 
apapun. Di dalam menjalankan operasinya, fungsi bank Islam 
akan terdiri dari:   
1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas 
dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening 
investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai 
dengan kebijakan investasi bank.   
2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh 
pemilik dana (s}ah}ib al-ma>l) sesuai dengan arahan investasi 
yang dikehendaki oleh pemilik dana, dalam hal ini bank 
bertindak sebagai manajer investasi. 
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa 
lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah. 
4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana 
zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan 
(fungsi optional). 
                                                        
21 ___, “Perjanjian Syariah”,  dalam http://shantidk.wordpress.com, diakses 
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Dari fungsi tersebut maka dapat dipandang bahwa 
dalam produk bank Islam, perikatan (perjanjian) berangkat pada 
prinsip yang  terdiri dari:  
1. Prinsip mud}a>rabah, yaitu perjanjian antara dua pihak di 
mana pihak pertama sebagai pemilik dana (s}a>hib al-ma>l) dan 
pihak kedua sebagai pengelola dana (mud}a>rib) untuk 
mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati 
nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh 
sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana 
sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mud}arib melakukan 
kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (misconduct). 
Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mud}a>rib, 
maka mud}a>rabah dibedakan menjadi mud}a>rabah mut}laqah di 
mana mud}a>rib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk 
menentukan pilihan investasi yang dikehendaki, sedangkan 
jenis yang lain adalah mud}a>rabah muqayyadah di mana arahan 
investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan mud}a>rib 
bertindak sebagai pelaksana/pengelola. 
2. Prinsip musha>rakah, yaitu perjanjian antara pihak-pihak 
untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi 
dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah 
yang disepakati musha>rakah dapat bersifat tetap atau bersifat 
temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus 
di akhir masa proyek. 
3. Prinsip wadi>ah adalah titipan di mana pihak pertama 
menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku 
penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut 
sewaktu-waktu dapat diambil kembali, di mana penitip dapat 
dikenakan biaya penitipan. Berdasarkan kewenangan yang 
diberikan maka wadi>ah dibedakan menjadi dua. Pertama, 
wadi>ah yad d}ama>nah, yang berarti penerima titipan berhak 
mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan 
tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan 
imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan 
dapat diambil setiap saat diperlukan. Kedua, wadi>ah ama>nah 
tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan 
untuk mendayagunakan barang/dana yang dititipkan. 
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4. Prinsip jual beli (al-buyu>’), yaitu terdiri dari: 
a. Mura>bah}ah, yaitu akad jual beli antara dua belah pihak 
dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual 
yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian 
dan keuntungan bagi penjual. Mura>bah}ah dapat 
dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh 
atau bayar dengan angsuran. 
b. Salam, yaitu pembelian barang dengan pembayaran 
dimuka dan barang diserahkan kemudian 
c. Is}tisna>', yaitu pembelian barang melalui pesanan dan 
diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan 
pesanan pembeli dan pembayaran dilakuka dimuka 
sekaligus atau secara bertahap. 
5. Jasa-jasa, terdiri dari: 
a. Ija>rah, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan 
imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan 
pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut 
ija>rah muntahy bi tamli>k (sama dengan operating lease). 
b. Waka>lah, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada 
pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu 
dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau 
komisi. 
c. Kafa>lah, yaitu pihak pertama bersedia menjadi 
penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak 
kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan 
dimana pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau 
komisi (garansi). 
d. S}arf, yaitu pertukaran/jual beli mata uang yang berbeda 
dengan penyerahan segera (spot) berdasarkan 
kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat 
pertukaran. 
6. Prinsip kebajikan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana 
kebajikan dalam bentuk zakat, infaq sodaqah dan lainnya, 
serta penyaluran al-qard} al-hasan yaitu penyaluran dalam 
bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin 
dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan 
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Dari uraian diatas,  produk perbankan syariah berbasis  
pada ikatan kontrak atau perjanjian antara dua pihak terkait, di 
mana dua pihak sepakat dalam ikatan hukum perikatan yang 
berdasar pada hukum Islam. 
Di bawah ini  gambaran ringkas produk–produk 




 Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
dalam hukum Islam, perikatan disebut  iltiza>m. Menurut 
                                                        
22Achmad Baraba, “Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah”, 
dalam http://www.bi.go.id, diakses pada 23 Oktober 2007.  
Produk /Jasa Prinsip Syariah 
Giro Wadi>’ah yad d}ama>nah  





Rekening investasi tidak 
bebas penggunaan 
Mud}a>rabah muqayyadah 
Piutang mura>bah}ah Mura>bah}ah tidak tunai 
Investasi mud}a>rabah Mud}a>rabah  
Investasi musha>rakah Musha>rakah  
Investasi aset untuk 
disewakan 
Ija>rah  
Pengadaan barang untuk 
dijual atau dipakai sendiri 
Salam atau ishtisna’  
Bank garansi Kafa>lah  
Transfer, inkaso, L/C, dan 
lain-lain 
Waka>lah  
Safe deposit box Wadi>ah ama>nah  
Surat berharga Mud}a>rabah  
Jual beli valas (non speculative 
motive) 
S}arf  
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istilah fikih, perikatan (iltiza>m) ini didefinisikan sebagai “suatu 
tindakan yang meliputi: pemunculan, pemindahan, dan 
pelaksanaan hak.” Definisi perikatan ini sejalan dengan 
pengertian akad (perjanjian) dalam arti umumnya selain juga 
tercakup kedalamnya pengerian tas}arruf  dan kehendak pribadi. 
Perikatan dapat muncul dari perseorangan (seperti wakaf dan 
wasiat), maupun dari dua belah pihak (sepert jual-beli dan 
ija>rah). Perikatan  timbul dari adanya perjanjian, di mana 
perjanjian dalam perbankan syariah menjadi dasar dalam 
transaksi produk-produknya. Dengan demikian segala bentuk 
produk perbankan syariah tunduk dan patuh pada hukum 
perikatan yang didasarkan pada hukum Islam dengan prinsip-
prinsip akad. Inilah yang membedakan sistem operasional 
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